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Pembentukan KEK dapat diusulkan oleh badan usaha, pemerintah daerah, dewan kawasan 
KPBPB selama memenuhi tiga kriteria diantaranya sesuai dengan  rencana tata ruang wilayah 
dan tidak berpotensi menganggu kawasan lindung, memiliki batas yang jelas, dan lahan yang 
diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50%   dari yang direncakan telah dikuasai sebagian atau 
seluruhnya. Untuk mengusulkan KEK, pihak pengaju perlu menyiapkan persyaratan berikut 
untuk diserahkan kepada Dewan Nasional:

Usulan akan dievaluasi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan dilakukan kajian selama 
30 hari. Kajian tersebut kemudian akan diajukan dalam sidang Dewan Nasional dan apabila 
disepakati, akan direkomendasikan kepada presiden. Apabila presiden menyetujui, KEK akan 
ditetapkan melalui peraturan pemerintah. 

Apabila sebuah kawasan telah ditetapkan sebagai KEK, pengelola memiliki waktu selama tiga 
tahun untuk memulai pembangunan. Adapun biaya pembangunan, pengembangan dan 
pemeliharaan bersumber dari pemerintah pusat/daerah, swasta, kerjasama antara pemerintah 
pusat, daerah, swasta, dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan undang-undang. 

Khusus untuk pengusul badan usaha swasta, dibutuhkan dukungan tertulis yang berasal dari 
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain pemerintah daerah dan pemerintah 
provinsi, perubahan dalam PP No. 40 tahun 2021 menyatakan pemerintah pusat dapat 
menetapkan suatu wilayah sebagai KEK dengan justifikasi perluasan dan peningkatan 
kesempatan kerja serta kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah. Khusus untuk 
pemerintah pusat, tidak dibutuhkan kelengkapan dokumen melainkan harus melakukan hal 
berikut:

1) Peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan terpisah dari 
pemukiman penduduk

2) Rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan aturan zonasi

3) Rencana dan sumber pembiayaan

1) Inventarisasi lahan  negara yang dapat dimanfaatkan oleh Dewan Nasional 

sebagai lokasi KEK

2) Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota di lokasi rencana KEK

3) Menyusun rencana pengembangan KEK

4) Persetujuan lingkungan

5) Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial

6) Jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis

7) Penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% dari yang direncanakan
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Tahapan pembangunan KEK dimulai dari penetapan badan usaha. Apabila badan usaha 
swasta adalah pengusul KEK, maka perusahaan tersebut ditunjuk secara langsung sebagai 
pengelola. Badan usaha ini kemudian akan bertanggungjawab atas pemenuhan pendaan dan 
pembangunan wilayah KEK. Sementara apabila KEK diusulakan oleh pemerintah, akan 
ditunjuk badan usaha yang akan mengelola KEK. Setelah badan usaha pengelola ditunjuk, 
proses pembangunan KEK dan sarana diluar KEK dapat dimulai dilakukan.  Evaluasi KEK 
dilakukan pada bulan ke-12, ke-24 dan ke-36 bulan. Dalam waktu 36 bulan,  pengusul 
pembentukan KEK harus menyelesaikan pembangunan KEK untuk dinyatakan siap 
beroperasi.
 
Dua belas tahun sejak ditetapkannya UU KEK, pemerintah telah menetapkan 15 KEK. Namun, 
baru terdapat 11 KEK yang secara resmi telah beroperasi. KEK tersebut diantaranya:

No

1 KEK Sei Mangkei Kabupaten
Simalungun,
Sumatera Utara

Industri
pengolahan kelapa
sawit, karet,
pariwisata, dan
logistik

Beroperasi PT Perkebunan 
Nusantara III (pengusul)

2 KEK Tanjung

Lesung

Kabupaten
Pandeglang,
Banten

Pariwisata Beroperasi Jababeka Group

3 KEK Palu Kota Palu,
Sulawesi
Tengah

Industri
Logam Dasar,
Logistik

Beroperasi PT Palu Bangun
Sulawesi Tengah 

4 KEK

Mandalika

Kabupaten
Lombok
Tengah, NTB

Pariwisata Beroperasi PT Indonesia Tourism
Development Corporation 

5 KEK

Galang

Batang

Kabupaten
Bintan,
Kepulauan
Riau

Industri
pengolahan
bauksit, Logistik

Beroperasi PT Bintan Alumina
Indonesia

6 KEK Aru

Lhokseumawe

Aceh Utara &
Lhokseumawe,
Aceh

Industri energi,
petrokimia dan
kimia, kelapa
sawit, kayu,
logistik

Beroperasi PT Pertamina

PT Pupuk Iskandar Muda

PT Pelindo Perusahaan
Daerah Pembangunana
Aceh

PT Patriot
Nusantara Aceh

KEK Lokasi Kegiatan Utama Status Pengelola

PT Unilever Indonesia
(investor)
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No

7 KEK Tanjung

Kelayang

Kabupaten
Belitung,
Bangka Belitung

Pariwisata Beroperasi Banyu Sinergi Multikarya

8 KEK Bitung Kota Bitung,
Sumatera Utara

Industri
pengolahan
kelapa,
pengolahan
perikanan,
logistik

Beroperasi PT Membangun
Sulut Hebat 

9 KEK Morotai Kabupaten
Pulau Morotai,
Maluku Utara

Industri
pengolahan
perikanan,
pariwisata,
logistik

Beroperasi Jababeka Group

10 KEK Maloy

Batuta Trans

Kalimantan

(MBTK)

Kabupaten
Kutai Timur,
Kalimantan
Timur

Industri
pengolahan
kelapa sawit,
industri energi,
logistik

Beroperasi Melati Bhakti Sakti

12 KEK

Tanjung

Api-Api

Kabupaten
Banyuasin,
Sumatera
Selatan

Industri
pengolahan
kelapa sawit,
industri
pengolahan
karet, industri
petrokimia,
logistik

Tahap

Pembangunan

PT Tria Patria

13 KEK

Singhasari

Kabupaten
Malang,
Jawa Timur

Pariwisata,
pengembangan
teknologi

Tahap

Pembangunan

PT Pengembangan
Pariwisata Indonesia

PT Intelegensia
Grahatama

PT Cakrawala
Mandala Nusantara

11 KEK Sorong Sorong,
Papua Barat

Industri
pengolahan
nikel, industri
pengolahan
kelapa sawit,
industri hasi
hutan &
perkebunan,
logistic

Beroperasi PT Semen Gresik

PT Henrison Inti Putra

PT Bumi Sarana

Utama (Kalla Group)

KEK Lokasi Kegiatan Utama Status Pengelola
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No

14 KEK Kendal Kabupaten
Kendal, Jawa
Tengah

Industri Tekstil
dan Busana,
Furnitur,
makanan dan
minuman,
otomotif,
elektronik,
logistik

Beroperasi Jababeka Group
Sembcorp
Development

15 KEK Likupang Kabupaten
Minhasa Utara,
Sulawesi Utara

Pariwisata Beroperasi PT Pengesahan
Pariwisata Indonesia

PT Minahana
Permai Resort
Development

KEK Lokasi Kegiatan Utama

Daftar Kawasan Ekonomi Khusus per 11 Februari 2021
Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia

Status Pengelola
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Akuisisi Lahan2

Masalah akuisisi lahan kerap ditemukan oleh investor dan badan usaha pengelola KEK. Campur 
tangan aparat negara kerap terjadi dalam permasalahan tersebut. Hal ini dapat dilihat diantaranya 
dalam KEK Mandalika. Hingga tahun 2020, akuisisi lahan di Mandalika baru mencapai 70% 
setelah enam tahun ditetapkan sebagai KEK. Dalam proses akuisisi lahan, pemerintah diduga 
melibatkan aparat keamanan untuk menggusur pemukiman warga, hingga Komnas HAM 
menyatakan pembangunan tersebut sebagai bentuk pelanggaran HAM.  Hal yang sama juga 
terjadi di KEK Bitung yang pembangunannya telah menggusur 500 kepala keluarga. 

Melalui UU No. 21 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga merevisi UU No. 2 tahun 2012 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan 
kelaluasaan atas akuisi lahan untuk KEK. Dalam pasal 10, disebutkan bahwa Kawasan Ekonomi 
Khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan 
BUMD sebagai bagian dari kepentingan umum. Implikasi dari masuknya KEK dalam kepentingan 
umum adalah akan semakin meningkatnya kasus penggusuran lahan demi pembangunan KEK, 
terlebih rekam jejak lahan KEK yang belum sepenuhnya diakuisi oleh pengelola.

Kemudahan selanjutnya terkait akuisi tanah juga terdapat pada revisi UU No. 39 tahun 2009 
tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang terdapat pada UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta Kerja, 
ditambahkan kriteria pengusulan KEK yaitu penguasaan lahan paling sedikit 50% dari yang 
direncanakan atau telah dikuasai sebagian atau seluruhnya. Keberadaan pasal ini menjadi insentif 
dan kepastian lebih bagi pengusaha untuk berinvestasi di KEK atau meningkatkan status 
usahanya menjadi KEK. Hal ini yang kemudian terjadi di Lido dan Cikidang yang sebelumnya 
masing-masing telah dimiliki oleh MNC Group dan PT Bintang Raya Loka Lestari. Sebagai 
catatan, kedua perusahaan ini tidak mengalami pemasukan yang cukup baik dikarenakan 
kurangnya infrastruktur ke daerah industri.

Insentif fiskal3

Fasilitas dan kemudahan selanjutnya yang dimilliki oleh pengusul, pengelola, dan pelaku usaha 
KEK adalah insentif pajak. Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah pusat dan daerah diminta 
memberikan dukungan terhadap pelaksanaan KEK melalui fasilitas dan kemudahan diantaranya 
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk 
dan PDRI dan bea cukai. Pemberian insentif ini ditunjukan agar badan usaha pengelola mendapat 
kompensasi berupa pengurangan biaya atas investasinya di KEK.   Dalam studi yang dilakukan 
terhadap KEK Sei Mangkei, terbuktikan bahwa adanya kejelasan mengenai insentif menjadi daya 
tarik investor dan pengusul KEK. 

13   Majalah Tempo, “Sengketa Lahan Dan Intimidasi Di Balik Pembangunan Sirkuit Mandalika,” October 3, 2020,
https://majalah.tempo.co/read/hukum/161570/sengketa-lahan-dan-intimidasi-di-balik-pembangunan-sirkuit-mandalika.

14   Mongabay, “Progam Pembangunan KEK Bitung Dinilai Abaikan Hak-Hak Masyarakat,” March 7, 2016,
https://www.mongabay.co.id/2016/03/07/progam-pembangunan-kek-bitung-dinilai-abaikan-hak-hak-masyarakat

15   Susanne Frick, Andres Rodriguez Pose, and Michael Wong, “ Toward Economically Dynamic Special Economic
Zones in Emerging Countries,” Economic Geography 95, no. 1 (2019): pp. 30-64.
16   Reffoni Mastaria Tarigan, “The Role of Incentives in Indonesia Special Economic Zone (Case in Sei Mangkei, North Sumatera Province),”
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 6, no. 3 (2019).
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Namun, dalam beberapa kasus ditemukan juga insentif pajak menjadi instrumen rent-seeking 
pengelola dan pengusul KEK.   Di KEK Tanjung Lesung, penerimaan pajak berkurang yang 
semula mencapai 34 milliar, yang sebelumnya ditargetkan mencapai 48 miliar.   Hal ini kemudian 
membuat Gubernur Provinsi Banten meminta pemerintah pusat untuk mencabut status KEK 
Tanjung Lesung  .

Bentuk-bentuk insentif yang diberikan kepada pengelola secara lebih lanjut dijelaskan dalam 
Peraturan Menteri Keuangan No. 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabean, 
dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa badan 
usaha dan pelaku usaha di KEK mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan hingga 
sebesar 100% untuk investor yang menanam modal minimal Rp 100 miliar. Jumlah tersebut 
menurun drastis dari PMK tahun 2015 yang hanya menetapkan pengurangan sebesar 20-100% 
dengan batas minimal investasi sebesar Rp 1 trilliun. Pengurangan pajak ini akan berdurasi 
selama 10 – 20 tahun bergantung pada besaran investasi dan akan diberikan pengurangan 
sebesar 50% selama dua tahun pajak setelahnya.

Selain itu, badan usaha pengelola dan pelaku usaha juga diberikan kompensasi ganti rugi selama 
10 tahun. Pada peraturan sebelumnya, kompensasi diberikan bervariasi antara 5 – 10 tahun. 
Untuk mendapatkan fasilitas ini, badan usaha dan pelaku usaha harus melakukan penanaman 
modal sebesar Rp 100 miliar dan memiliki komitmen untuk memenuhi investasi tersebut dalam 
jangka waktu empat tahun.

Terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pengelola dan pelaku 
KEK mendapatkan fasilitas tidak dipungut pajak atas impor barang kena pajak tertentu, 
pemanfaatan barang  kena pajak tidak berwujud, penyerahan  barang kena pajak tertentu ke KEK 
oleh pengusaha dari TLDDP dan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau kena 
pajak tertentu ke KEK. Barang-barang yang dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi barang 
modal seperti tanah, bangunan, peralatan mesin, dan  bahan baku untuk manufaktur atau 
logistic.

Terkait kepabeanan, dalam pasal 36 ayat (2) dinyatakan bahwa sebagian atau seluruh wilayah 
KEK dapat ditetapkan sebagai kawasan pabean. Untuk mendapatkan status tersebut, badan 
usaha harus memberikan pengajuan kepada administrator dan memenuhi kriteria antara lain 
terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor maupun impor, serta kawasan memiliki batas-batas 
yang jelas dan terdapat pintu masuk yang ditentukan untuk kegiatan lalu lintas barang. Apabila 
disetujui, badan usaha pengelola akan ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Pabean.

Demi melakukan pengembangan KEK, badan usaha pengelola KEK akan diberikan fasilitas dan 
kemudahan  kepabeanan diantaranya dibebaskan dari bea masuk dan tidak dipungut PDRI,  
tidak dipungut pajak pertambahan nilai  atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 
barang mewah  untuk barang yang berasal dari KEK lain, TPB dan kawasan bebas. Selain itu,  
pasal 56 juga menyatakan bahwa KEK dapat diberikan fasilitas pelayanan kepabeanan sendiri 
meliputi pelekatan atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemuatan barang, pelayanan 
pengeluaran barang dan pelayanan lainnya.

17   André Rodríguez‐Pose and Glauco Arbix, “Strategies of Waste: Bidding Wars in the Brazilian Automobile Sector,” International Journal of Urban
and Regional Research 25, no. 1 (2001): pp. 134-154.

18   Ilham Hamudy and Said Rifky, “ Tanjung Lesung Special Economic Zone: Expectation and Reality,” Policy &amp; Governance Review 5,
no. 1 (2021): pp. 50-65.

19 Ibid
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Selain itu, dalam PP No. 40 tahun 2021 juga disebutkan pemerintah daerah provinsi dan 
kabupaten/kota diwajibkan memberi dukungan berupa keringanan pajak dan retribusi daerah. 
Pada pasal 100 aturan ini, bentuk pengurangan yang dimaksud adalah pengurangan bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan dalam 
rentang 50% - 100%. Ketentuan mengenai pengurangan pajak dan retribusi daerah ini akan 
ditetapkan melalui peraturan daerah.

Pengurangan Pph sebesar 
20-100% selama 10-25 
tahun untuk penanam modal 
lebih dari Rp 1 trilliun

Insentif PMK No. 104/PMK.010/2016 PMK No. 237/PMK.010/2020 

Pajak penghasilan

Pengurangan Pph sebesar 
20-100% selama 5-15 tahun 
untuk penanam modal lebih 
dari Rp 500 miliar

Pengurangan penghasilan 
neto sebesar  30% selama 
enam tahun
Kompensasi kerugian 5-10 
tahun

Pengurangan pajak 
penghasilan 100% selama 10 
tahun untuk penanam modal 
sebesar Rp 100 – 500 miliar;  
15 tahun untuk Rp 500 milliar 
sampai Rp 1 trilliun; 20 tahun 
untuk paling sedikit satu trilliun

Pengurangan penghasilan 
neto sebesar 30% dari jumlah 
penanaman  modal selama 
enam tahun masing-masing 
sebesar 5% per tahun

Pengadaan, penjualan, sewa 
tanah tidak dipungut pajak 
penghasilan

Warga negara asing 
dikenakan fasilitas pajak 
penghasilan dari yang 
diperoleh selama empat tahun

Kompensasi kerugian selama 
10 tahun

Tidak dipungut pajak untuk 
impor

Pajak  Pertambahan
Nilai dan Pajak
Penjualan atas
Barang Mewah

Pemasukan dari tempat lain  
dalam pabean ke KEK tidak 
dipungut

Pengeluaran dari KEK ke 
TLDDP tidak dipungut

Transaksi antar pelaku di KEK 
tidak dipungut

Transaksi dengan pelaku di 
KEK lain tidak dipungut

Impor barang yang dilakukan 
oleh badan usaha diberikan 
fasilitas pembebasan bea 
masuk dan tidak masuk PDRI

Tidak dipungut pajak untuk 
impor barang ke KEK

Tidak dipungut untuk 
penyerahan barang kena 
pajak tertentu ke KEK oleh 
pengusaha dari TLDDP, 
Kawasan Bebas,atau TPB

Tidak dipungut untuk barang 
kena pajak tidak berwujud 
dan/atau jasa kena pajak 
tertentu ke KEK  oleh 
pengusaha dari TLDDP, 
Kawasan Bebas atau TPB
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Penyerahan barang kena 
pajak tidak berwujud dan/atau  
jasa kena pajak tertentu ke 
KEK oleh pengusaha dari 
TLDDP, Kawasan Bebas atau 
TPB

Tidak dipungut atas 
penyerahan barang kena 
pajak tertentu  antar badan 
usaha, antar pelaku  atau 
antar badan usaha di KEK 
yang sama atau KEK lainnya

Penyerahan barang kena 
pajak tidak berwujud dan/atau 
jasa kena pajak, antar badan 
usaha, antar pelaku usaha di 
KEK atau antar KEK lainnya, 
tidak termasuk jasa 
persewaan tanah dan/atau 
bangunan

Impor barang yang dilakukan 
oleh badan usaha diberikan 
fasilitas pembebasan bea 
masuk dan tidak masuk PDRI

Bea cukai Seluruh kawasan KEK dapat 
ditetapkan sebagai Kawasan 
Pabean

Pembebasan bea masuk dan 
tidak dipungut  Pajak dalam 
Rangka Impor atas barang 
modal

Pembebasan bea masuk  
untuk barang konsumsi 

Tidak dipungut pajak dalam 
rangka impor di KEK 
Pariwisata

Penangguhan bea masuk dan 
tidak dipungut bea dalam 
rangka impor

Bebas bea masuk untuk 
bahan baku 14 jenis usaha

Rencana pemberian 
pembebasan atau 
keringanan  pajak daerah dan 
retribusi daerah serta 
kemudahan

Pajak daerah
(PP No. 2 tahun
2011 dan
PP No. 40 tahun 
2021)

Pengurangan, keringanan, 
pembebasan pajak dan 
retribusi daaerah berupa 
pengurangan bea  dan 
pengurangan pajak bumi dan 
bangunan

Insentif Fiskal Bagi Pengusaha dalam KEK
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Potensi konflik kepentingan dan pembagian jatah elektoral dapat terjadi dalam kebijakan KEK. 
Hal ini setidaknya dapat terlihat melalui wacana KEK Cikidang dan KEK Lido City.

KEK Cikidang adalah proyek yang diinisiasi oleh PT Kiniku Bintang Raya. KEK Cikidang 
mencuat ketika pada 7 April 2021, PT Kiniku Bintang Raya mencanangkan sebuah proyek 
bernama Bukit Algoritma. PT Kiniku Bintang Raya merupakan perusahaan yang dibentuk 
melalui kerjasama operasional antara PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintang Raya Lokalestari. 

Megaproyek Bukit Algoritma merupakan program pembangunan taman teknologi mengikuti 
model Silicon Valley di Amerika Serikat yang telah melahirkan ribuan inovasi teknologi dan 
informasi. Dalam rencana di awal, proyek ini akan diintegrasikan ke dalam skema KEK yang 
berlokasi di Desa Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dan diprediksikan akan 
membutuhkan biaya Rp 18 trilliun yang akan bersumber dari investasi asing. Dibangun di atas 
lahan seluas 888 hektare yang dimiliki oleh PT Bintang Raya Lestari, proyek tersebut 
menggaet salah satu BUMN bidang konstruksi, yaitu PT Amarta Karya (Amka). Amka 
bertugas untuk membangun infrastruktur, pembangkit listrik, air bersih, dan sebagainya.

Kendati telah menyampaikan bahwa proyek Bukit Algoritma akan bertempat di KEK Cikidang, 
status KEK Cikidang belum mendapat kepastian. Pada 7 April 2021 ketika proyek itu 
dicanangkan, Desa Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat belum mendapat status 
KEK.  Hal itu diantaranya dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah 
dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo. Dalam 
keterangannya, Wahyu menyebut belum ada usulan mengenai pembentukan KEK Bukit 
Algoritma. Di Provinsi Jawa Barat, hanya satu KEK yang tengah diproses, yaitu Lido City  . 

Status itu dipertegas oleh pernyataan Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto 
Pranoto. Dikutip dari Koran Tempo, menurutnya PT Bintang Raya Lokalestari sempat 
mengusulkan status KEK dan lolos di tingkat pemerintah daerah pada tahun 2018. Akan 
tetapi pengajuan itu gugur saat dievaluasi oleh Sekretariat Dewan Nasional KEK karena alasan 
administratif   .

Desa Cikidang memang sejak lama telah diusulkan menjadi lokasi KEK. Usulan penetapan 
Desa Cikidang sebagai KEK telah dilakukan dari tahun 2017. Ketika itu Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat mengusulkan enam daerah untuk dijadikan KEK, dan Desa Cikidang termasuk di 
antaranya. Awal 2019, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyatakan secara sepihak bahwa 
Presiden Jokowi telah menetapkan kecamatan Cikidang sebagai sebagai KEK di Sukabumi  . 
Pada tahun 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan usulan KEK Pangandaran 
ditolak sehingga Cikidang menjadi lokasi prioritas.

Potensi Konflik Kepentingan dan Pembagian Jatah Elektoral

a.  KEK Cikidang dan Bukit Algoritma
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Wacana pembangunan KEK Cikidang untuk industri teknologi digital baru muncul pada 
Februari 2021 saat politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mengumumkan rencana pembangunan 
Silicon Valley Indonesia di lahan milik PT Bintang Loka Karya Lestari  . Di bulan yang sama, 
Menteri Pariwisata Sandiaga Uno telah bertemu dengan Ridwan Kamil dan memastikan 
pembangunan KEK Cikidang, selain dari wacana KEK Lido di Kabupaten Bogor  .

Namun selama empat tahun wacana KEK Cikidang bergulir hingga MoU pembangunan Bukit 
Algoritma, masih belum ada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Desa Cikidang sebagai 
KEK. Ridwan Kamil bahkan menanggapi wacana Bukit Algoritma dengan skeptis mengingat 
belum dipenuhinya indikator untuk mengikuti model Silicon Valley . Hal ini kemudian 
menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang betul-betul berkepentingan dengan KEK 
Cikidang.

Adapun Desa Cikidang sebagai lokasi KEK sendiri berpotensi memunculkan sejumlah 
permasalahan. Pertama, Cikidang merupakan bagian dari area Taman Nasional Gunung 
Halimun (TNGHS) dan dihuni oleh satwa langka  . Hal ini bertentangan dengan kriteria KEK 
menurut PP No. 40 tahun 2021 yang menyatakan wilayah KEK tidak boleh menganggu 
kawasan taman lindung. Berdasarkan laporan TNGHS tahun 2006, wilayah ini telah 
mengalami perusakan akibat kegiatan perusahaan tambang meskipun statusnya sebagai 
taman nasional. Kedua, akibat perusakan ini, Cikidang menjadi daerah yang rawan terjadi 
bencana longsor, banjir, dan bencana alam seperti gempa bumi rawan terjadi.   Ketiga, 
wilayah ini belum memiliki sistem transportasi dan fasilitas umum seperti listrik, bahan bakar, 
pangan yang baik. Sehingga, dibutuhkan proyek-proyek penunjang untuk mensukseskan 
KEK Cikidang. 

ICW melakukan penelusuran terhadap perusahaan yang mengelola megaproyek Bukit 
Algoritma. Perusahaan yang menjadi pengelola diantaranya PT Kiniku Bintang Raya. Namun 
penelusuran melalui laman Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, perusahaan tersebut 
tidak ditemukan. Penelusuran lalu menemukan bahwa perusahaan tersebut merupakan 
bentuk kerjasama operasional antara PT Piniku Nusa kreasi dan PT Bintang Raya Lokalestari. 
Selain kedua perusahaan tersebut, ICW turut menelusuri susunan kepengurusan dari PT 
Amarta Karya.

Perusahaan di Balik Proyek Bukit Algoritma
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PT Kiniku Nusa Kreasi menjalankan bisnisnya dalam beragam sektor, seperti pertanian 
tanaman, pertambangan batubara dan lignit, kegiatan jasa informasi, pemrograman, real 
estat, jasa dokter hewan, dan sebagainya. Berikut adalah susunan kepengurusan dan pemilik 
saham:

Budiman Sudjatmiko merupakan politisi PDIP dan mantan aktivis di era orde baru. Dia pernah 
menjabat sebagai anggota DPR RI 2014 – 2019 dan dikenal sebagai inisiator UU Desa yang 
disahkan pada tahun 2014. Budiman juga diketahui merupakan pendukung Joko Widodo 
dalam helatan Pemilihan Presiden tahun 2014 dan 2019. Saat ini dia menjabat sebagai 
komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V  (Persero).

Laporan Tirto.id menyebut Dhanny merupakan anak dari Budi Handoko. Budi Handoko 
diketahui merupakan pebisnis sawit yang memulai karirnya di Bengkulu pada tahun 1990-an. 
Budi pernah menggagas wisata berburu dengan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono. Ia 
pernah diputus bersalah oleh PN Balikpapan atas tindak pidana merugikan negara sebesar 
Rp 3,2 miliar dalam kasus hukum pengadaan transportasi kapal Feri cepat di empat 
kabupaten di Kalimantan Timur. Setelah melakukan ekspansi bisnis sawit, dia mendirikan PT 
Bintangraya Lokalestari pada tahun 2018  . 

PT Kiniku Nusa Kreasi

Nama

Tedy Tri Tjahyono

Jabatan Kepemilikan
Saham

Direktur 47,5%

Dani Firmansyah Direktur 15%

Budiman Sudjatmiko Direktur Utama 27,5%

Mariyanto Komisaris 10%

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham PT. Kiniku Nusa Kreasi,
Ditjen AHU, 1 April 2021

Nama

Budi Handoko

Jabatan Kepemilikan
Saham

Komisaris Utama 60%

Dhanny Direktur 20%

Lim Kioek Jin Komisaris 20%

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham PT. Bintang Raya Lokalestari,
Ditjen AHU, 15 Agustus 2018

Berikut adalah susunan kepengurusan dan komposisi pemilik saham PT Bintang Raya 
Lokalestari.

PT Bintang Raya Lokalestari
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PT Amarta Karya adalah BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Berikut adalah susunan 
kepengurusan dan pemilik saham:

PT Amarta Karya diketahui pernah menunggak hutang hingga Rp 2,4 miliar kepada perusahaan 
pengadaan baja PT Stahlindo Jaya. Amarta Karya memesan baja kepada PT Stahlindo Jaya 
untuk Proyek Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) IX di Kawasan Industri Wijayakusuma dengan 
nilai proyek Rp 7 miliar   .

PT Amarta Karya

Nama

Negara Republik
Indonesia

Jabatan Kepemilikan
Saham

- 100%

Ruspen Saragih Komisaris -

Ir. Royaldi Rosman Direktur -

Ahmad Zainuri Komisaris Utama -

Nikolas Agung Sr. St Direktur Utama -

Hidayat Wahyudi Direktur -

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham PT. Amarta Karya,
Ditjen AHU, 26 Oktober 2020

Lido City merupakan proyek yang dikelola oleh MNC Group. Proyek itu dibangun di atas lahan 
seluas 3.000 hektare dengan fasilitas taman bermain, hotel, resor, vila, perumahan, transit 
oriented development, lapangan golf, hingga kebun raya   .

Serupa dengan KEK Cikidang, hingga April 2021 Lido City belum ditetapkan secara resmi 
sebagai KEK. Usulan Lido City sebagai KEK dapat ditelusuri hingga tahun 2016 ketika PT MNC 
Land melalui anak perusahaannya, PT Lido Nirwana Parahyangan menandatangani MoU dengan 
Korea Agency for Infrastructure Technology Development (KAIA) dan PT Indako Finance & 
Development untuk melakukan pembangunan infrastruktur smart city dengan nilai investasi 900 
miliar won untuk 160 proyek.  Selain dengan perusahaan asal Korea, PT MNC Land juga 
bekejasama dengan perusahaan asal Tiongkok, China Metallugircal Corporation Group dan 
mendapat pembiayaan melalui Chinese Export and Credit Insurance Corporation.   Satu tahun 
kemudian, wacana pembangunan Lido bergulir setelah PT MNC Land berencana membangun 
taman hiburan diatas lahan sebesar 3000 hektar, dan melibatkan Presiden Amerika Serikat, 
Donald Trump.   Hingga tahun 2017, Trump memang memiliki situs wisata yang berada di Bali 
dan Lido. 

b.  KEK Lido City
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Lido City merupakan proyek yang dikelola oleh PT MNC Land Tbk. Berikut adalah hasil 
penelusuran ICW terhadap susunan kepengurusan dan komposisi kepemilikan saham PT 
MNC Land.

Perusahaan di Balik Proyek Lido City

Nama

UOB Kay Hian
(Hongkong) Ltd

Jabatan Kepemilikan
Saham

- 47,5%

PT MNC
Investama Tbk

- 17,06%

HT Investment
Development Ltd

- 10,89%

Masyarakat - 52,55%

Hary Tanoesoedibjo President Direktur -

Andrian Budi Utama Vice President
Director

-

Michael S. Dharmajaya Direktur -

Alex Wardhana Direktur -

Soesilawati Direktur -

Vincent Henry
Richard Hilliard

Direktur -

M. Budi Rustanto Presiden
Komisioner

-

Liliana Tanoesoedibjo Komisioner -

Susaningtyas
Nefo H. Kertopati

Komisioner
Independen

-

Stien Maria Schouten Komisioner
Independen

-

Susunan Kepengurusan dan Komposisi Kepemilikan Saham PT. MNC Land,
Situs resmi MNC Land, 15 April 2021
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Hary Tanoesoedibjo merupakan President Direktur dan pemilik manfaat dari PT MNC Land, 
anak perusahan dari MNC Group yang menjadi salah satu aktor dominan di industri media di 
Indonesia. Dia dikenal sebagai pendiri dan ketua umum Partai Perindo. Tanoe memiliki lahan 
di Kecamatan Lido setelah mengakuisi aset yang dimiliki oleh Bakrie Group sebesar 1037 
hektar serta PT Bakrie Toll Road, yang bergerak di bidang pembangunan jalan tol  . Pada 
tahun 2016, Tanoe pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi 
restitusi PT Mobile-8 Telecon  . Tanoe mengakui kasus tersebut telah selesai di praperadilan 
pada pertengahan 2017. 

Di bidang politik, Tanoe sempat mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden pada 
Pilpres 2014, mendampingi Wiranto, ketua umum Partai Hanura. Namun, pencalonan 
tersebut gagal dan Tanoe mendukung kandidat Prabowo-Hatta. Meskipun Perindo tidak 
berhasil mengambil bagian sebagai oposisi formal pada periode pertama pemerintahan 
Jokowi, tekanan yang diberikan presiden kepada bisnisnya berhasil mendorong Tanoe dan 
Perindo untuk berbalik mendukung Jokowi pada tahun 2018. Jelang Pemilu 2019, Perindo 
mendukung pencalonan Jokowi-Ma’aruf Amin dan Tanoe berperan sebagai dewan penasihat 
tim pemenangan Jokowi. Pada Pemilu 2019, Perindo juga tercatat sebagai partai yang 
menerima donasi kampanye terbanyak, meskipun pada akhirnya gagal membus batas 
ambang parlemen.   Saat ini, Angela Tanoe, anak dari Hary Tanoe, berperan sebagai Wakil 
Menteri Pariwisata.

Empat tahun setelah wacana pembangunan Lido oleh MNC Group, Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil mengumumkan dukungannya untuk menjadikan Kecamatan Lido sebagai KEK 
Pariwisata pertama di Jawa Barat.   Nilai investasi pembangunan KEK disebut mencapai 38 
trilliun dan keberadaan MNC Group di Lido memudahkan proses pendaftaran, mengingat 
lahan yang dimiliki sudah memenuhi batas minimal sebesar 250 hektar.   Pada Maret 2021, 
pembangunan KEK Lido diresmikan seiring dengan diletakannya batu pertama untuk 
pendirian Lido Music & Arts Center.    Pada 16 Juni 2021, Lido City resmi ditetapkan sebagai 
SEZ. Penetapan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021  .
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